baik, di “negara Ang[o Saxon,  Eropa
_mai maupun Negara Sosialis _dan

Indonesia secara universal, dalam hukum pu-
bhk mmzmal melibatkan aparat Polisi, Jaksa

m ngatakaﬂ ”Dengan Polisi, Jaksa dan Hakim
yang baik, Negara akan' tertib, teratur dan
sejéhtera masyarakatnya”, Tapi pepatah fter-
but saat ini belum dapat dt}adtkan jaminan
mendapatkan” kepastian hukum yang berinti-
Kan' keadilan dan kebenaran. Bila belum
mendapaﬂ(an ‘dukungan atau Back Up sepe-
nuhnya dari penyelengara Negara terutama
ABRI dan’masyarakat terutama pakar Intefek:
tual ‘dalam tangka mewujudkan ketertiban dan
kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial
dan disiplin Nasional, mendukung pemba-
ngunan- sera- memantapkan stabilitas: nasnonai
yang mantap dan dinamis.. :

D’ua Indikator Utama iy s
--Dalam penegakan hukum lebih domtnan
d1[entukan dua indikator utama dalam men-
dapatkan kepastian hukum, kebenaran dan
keaddan, yaitu: :

»A. Preduk  hukum  peraturan perundang
undangan yang harus. memenuhi persyaratan:
2. Mengandung nilai filosofis yang berintikan
~-rasa-keadilan dan kebenaran,

itah Qéhegakan hukum da negara mana—
Negara—negara berkembang lainnya_ termasuk_

' Hakim, Oleh karena itu ada pepatah yang

¢. Mengandung nilai yuridis yang ‘sesuai
dengan “ketentuan “peraturan’ perundang-
undangan  vang berlaku daiarn Cnme
Justice System.

dv Tidak “bertentangan ~dan fancu dengan
- sumber tertib ‘hukum yang telah dlsepakats _
“dan ditetapkan antara lain:

“'1)" Antara peraturan perundang—undangan
satu’ sama lain bertentangan’ tidak saling
mengacu, yang seharusnya peratuiran per-
undang- undaagan yang bartt harus me-

“ngacy - dan memperkual kedudukan

- peraturan perundang-undangan yang ada
lebih  dulu bila  peraturan pemndan '
undangan tersebut belum dicabut, -
2) Peraturan yang lebih bawah harus
" mengacu dan’ bersumber pada peraturan_
‘yang lebih atas serta tidak boleh b

_tentangan dan meny1mpang )

2 Aparat penegak hukum terulama yang
terkait dengan Crime Justxce system harus_
terwu;ud dalam integrated yang sulit digoyah
atau dipengarehi oleh _pibak-pthak untuk
berkolusi terutama mtegr_ated Crime Justice:
system, jangan sampai pecah dengan berjalan
sendiri-sendiri. C

Dua indikator .utama: dalam penegakan
hukum tersebut terwujud, akan merupakan
jaminan bagi masyarakat dalam menikmati
kepastian hukum, ketertiban  hukum, . dan,
perindungan hukum yang berintikan keadilan

b. Mengandung nitai sosiologis yang sesuai
... dengan. tata nilai budaya yang. berlaku
- -dalam masyarakat untuk mewujudkan ke-
tertibg_n,' Letentraman dan keamanan ma-
. syarakat.,

dan kebenaran, menumbuhkan dan mengem-,
bangkan disiplin nasional. Kepatuhan hukum
serta tangpung jawab sosial pada setiap warga
negara fermasuk penyvelengara negara, mem-

beri rasa aman dan tentram dalam kehidupan.
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 bermasyarakai, berbangsa dan bernegara. Ke-
dua indikator tersebut oleh penulis digunakan
sebagai pisau analisis dalam realita penegakan
hukum yang: terjadl o

Bagaimana Realita Penegaka.n Hukum
yang terjadi?

Dalam uraian ini penulis tidak akan mem-
bahas perkasuistis, tapi realita secara umum
berdasarkan “produk - peraturan  perundang-
undangan pengalaman dan pengamatan pe-
nulis sebagai bahan analisis tealita’ ‘penegakan
hukum,

~Semua:perkara kejahatan yang melangggar
ketentuan~ketentuan -Kitab - Undang-Undang
Hukum Pidana, dalam bahasa Belanda disebut
“Wetboek Van Simafrecht”, sampai-saat ini
dalam proses penegakan hukum dilaksanakan
konsisten dan konsekwen dalam Crime Justice
System secara integrated - dan terpadu tappa
dipengaruhi dari penyelengara negara, walau-
pun.dari-para pembela yang membela klien-
nya. dalam_forum. sidang bengadilan, ada
yang mengazakan bahwa pasal yang dituduh-
kan. adalah produk. jaman penjajahan yang
udak .sesuai. lagi bila. dilaksanakan pada pe-
mermrahan negara. Kkesatuan Repubhk indone-
sid, Tapi Hakim tetap tegar dan men;atuhkan
vonis hukuman . sesuai dengan pasal yang
dituduhkan, karena produk peraturan  per-
undang~undangan yang dibuat pada jaman
Hindia Belanda termasuk KUHP berlakunya
pada pemerintahan Negara Kesatuan Indone-
sia” daperkuat dan dltetapkan serta berdasar—
- kan, pada X
1 UU No. 73 tahun 1958 LN 1958—127
yang menyatakan berfakunya Undang—undang
No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang
Peraturan Hukum Pidana uniuk  seluruh
wilayah Republik Indonesia dan mengubah
Kitab Undang—Undang Hukum Pidana.

) Undang—Undang Dasar Republik Indo-
nesia- 1945, ‘pasal 1l Aturan Peralihan, yang
menyatakan segala badan negara dan per-

s M&DWMM m&@m@ﬂg@a@fg@&m

selama “belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini.

Produk " Peraturan  Perundang-Undangan
yang dibuat pada jaman Hindia Belanda’ yang
masih berlaku- dengan acara pidananya tetap
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konsisten berdasarkan pada HIR (Het Her—
ziene Inlandsch’Reglement, S!aadsbiaci tahun
1941 nomor 44) sehingga :proses penegakan
hukum maah dalam Crime justnce System; dan

| tidak ada Instansi ‘Tain mel:mpahkan Berkas

Perkara langsung ‘kepada -Kejaksaan/Pe-
ngadilan tanpa melalui Polisi. Karena dalam
produk peraturan per Undang-Undangan yang
memuat ketentuan pidana, selalu dicanturnkan
acara pidananya tetap mengacu kepada HIR. -

+ Untuk -memperkuat realita tersebut - di atas,
penu!is dapat menunjukkan beberapa produk
peraturan perundzng-undangan, sebagai rea-
lita konsistensi dan konsekuensi dalam pelak-
sanaan penegakan hukum yang masih dalam
:katan Crime Justice System, yaitu: Ordonansx
penga{ufan perusahaan 1934 (Bedryftegiemen—
teering Ordonnantie,S. 1934-545 JI1S.S. 1937-567
dan 689, mb 2 Pebruari 1938) dalam pasal 16
menyebutkan Selain pegawa:~pegawa1 yang
pada. umumnya bertugas mengusut tlndak
pidana, seperti yang diatur dalam pasal 14,
ditugaskan pula pegawa:—pegawaa dan petugas
yang ditunjuk dengan peraturan pemerintah,
Ordonansi. ijin_masuk (T oeiatmg—()rdonnantse
S.1949-331), dalam pasal 5, nenyebutkan:
Orang -orang yang oleh Kepala Kantor Im;grasi
dlragukan untuk memperoleh jjin masuk di-
serahkan kepada pengawasan Polisi atau
dimasukan ke dalam rumah Tahanan, sambil
menunggu keputusan lebih lanjut mengena
fjin; ftu. S

" Undang-undang pelayaran Indonesia ‘(In-
donesische Scheepveaarwet,$.1936-700, S.d:u.
dg. S. 1948-224) dalam pasal 6 (2), me-
nyebutkan:  Kecuali Pejabat-pejabat’ ~ dan
pegawaipegawai yang diserahi  pekerjaan
pengusutan kejahatan-kejahatan dan pelang-
garan-pelanggaran pada umumya, juga ber-
wenang pejabat-pejabat vang disebut dalam
ayat (1) di atas dan orang-orang yang ditunjuk
dengan peraturan Pemerintzh. Ordonansi
Surat Laut dan pas kapal (Zeebriereen-en

PO NNERY 54935492
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jO 565 mb 1 Desember 1935/dalam pasal 17

menyebutkan: selain - pejabat dan Pegawai
MNegeri yang bertugas dalam pengusuian
kejabatan dan pelanggaran pada umumnya,
diberikan wewenang pula dalam mengusut




' -pelanggamn berdasarkan ketentuan penetapan
surat laut dan kapai 1934, . :

onansi dinas pemanduan kapal (I.oods-
; ordonnamse §.1927-62), dalam pasal 17
menyébutkan _pengusutan Peianggaran—pe-
: n ordonansi ir_ii, selain  kepada
_ ipegawai “Polisi, " ditugaskan pula
kepada syahbandar * dan pegawai-pegawai
' bawahannya yang_ditugaskan “untuk
_ aan " itu.” Ordonansi untuk - mengatur
_untuk pemulangan anak buah kapal (ABK)

:1938:393 mb. 6 Juli 1938), pasal 8
ebutkan selam pejabat dan pegawaz
bebani tugas mengusut kejahatan dan
pe ggamn ‘pada umumnya, terhadap ' pe-
n tan’ perbuatan pidana seperti ~ yang
d 'butkan dalam pasal 7 berwenang juga
pa __syahbandar dan para pejabat yang
'b'erwe'néﬁg bemndak atas namanya.

Undang—undang penerbangan (Luchtvaan
nantie 1934, 8.1934-205) dalam pasal 17
butkan selainnya = pegawai-pegawai
yang. ”bertugas mengusut tindak pidana,
pengusuian atas pelanggaran Undang-Undang
i ria peraturan pelaksanaannya. dilakukan
oleh .mereka yang ditunjuk oleh Menteri dan
pegawai Bea dan Cukai dan Imigrasi. Ordo-
nansi .uap 1930 (Stoom Ordonantie 1930-
§.1930-225), dalam pasal 25 menyebutkan:
Selain pegawai yang berkewajiban melakukan
pengusutan -kejabatan dan pelanggaran pada
umumnya, juga. pegawai tersebut pada pasal
13 berwenang . dan . wajib mengadakan
pengusutan pelanggaran terhadap ordonansi
ini, : :

Ordonansn pengangkutan minyak tanah
G 1927-214 Petroleum  vervoerodonnantie
1927} pasal 19 menyebutkan selain pejabat-
pejabat yang menurui ketentuan-ketentuan
hukGm berwenang untuk i, para syah
bandar dan pemandu kapal ditugaskan untuk
menyeind:kl pelanggaran-pelanggaran  ordo-

rtinggal ‘dan’ pencegahan ‘penumpang

“"1."Atas biaya ‘mereka yang membuat nn—." R
tangan di jalan umum; _
a. Memindabkan rintangan ‘itu, yang dsbuat”:_"' '

*'tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang, =

i:o. Meagadakan penerangan bila rintangan 1Eu_j-__ .

sepanjang ‘malam tidak’ cukup d:iengkap;' o

. dengan penerangan : -

2 Menangkap binatang yang berkehara
tanpa pengawa[an di tempat-tempat umum,

halaman maupun tempat omng lain. sela| :

'yang berhak atas bmatang i,

3 Melarang melanjutkannya kerama:an_' o
umum, pesta .rzkyat dan sebagainya, vang
tidak memiliki ijin dari pe]abat yang ber-
wenang o

b. Untuk menghindari kecelakaan dan

mengatur lalu lintas di jalan umum dan di,

temopat -~ dimana  diberikan perintah  dan
petunjuk untuk ditaati- dan bila perlu dengan :
paksaan hukum,

Realita Produk Peraturan Per Undang—
Undangan - * '

Selanjutnya peoulis  menunjukkan reaista
produk peraturan per Undang-undangan yang
dibuat dalam pemeriniahan negara kesatuan
Republik Indonesia dalam Hukum Acara
Pidananya masih menggunakan HIR (Het
Herziene Inlandch Reglement Staadsblad,
tahun 1941 nomor 44) sampai berlakunya
Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang
hukum acara pidananya dalam penegakan
hukum dikaitkan dengan Crime Justice System
terdapat 3 (tiga) jenis produk, yaitu:

1. Produk vang secara konsisten dan
konsekuen mencantumkan ketentuan pldana
dengan acara pidana dalam In{egrated Crime
Justice System. o

2. Produk yang hanya memuat ketentuan
pidana tanpa tercantum acara pidana dan

3. Produk memuat ketentuan pidana
dengan acara pidana yang menyimpang dari

Undang-Tndang nomee 8.12hun 1981 tentang

n.ansn 134,

Ordonanm Wewenang Kepolisian  (Be-
re@f}gdhexd politie ‘ordonnantie, 5. 1918-125,
11-Maret 1918), pasal 1, Kepolisian ber-
wenang: i

hukum acara pxdana serta tidak integmted
dalam Crime Justice System.

Produk  peraturan  perundang-undangan
yang memuat ketentuan pidana dengan secara
pidana secara konsisten dan konsekuen masih
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dalam.Integrated . Crime -Justice . System dan
~mengacu pada HIR atau Undang-Undang No.
8.tahun 1981 tentang: hukumacara: pidana,
antara lain: Undang-undang Senjata Api, No.
12/1):&/1951 -In. - 1951-78,. Undang~Undang

pemberantasan tmdak ‘pidana. korupsi,-n0. 3
tzhun 1971, IN, 1971- 19, Undang—Undang

1967, - Undang-Undang pokok: pokok per-
kopérasian, " No. 25 taliun: 1992, Undang-
undang wa;:b ‘daftar perusahaan No. 3 ‘tahun
1982 LN 1982~7 ‘Undang-Undang Metrologn
legal No. 2 tahun 1981, LN. 1981-11, Undang-
Unidang ‘Ketenapa Listrikan No. 15 tahun 11085,
LN.:+1985+74, :Undang-Undang ' Konservasi
Sumber :Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
No:#:5tahun:- 1990. - Undang-undang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja No. 3-tahun ~1992,
Undang-undang Benda Cagar Budaya No. 5
tahun A992,:Undang-Undang Perfileman No: 8
tahun 1992, Undang-undang keimigrasian -No.
0.tahun, 1992, Undang-undang. Sistem - Budi-
daya Tanarnan No. 12. tahun 1992, Undang-
undang.. Penerbangan No.. 16 tahun 1992,
Undang—undang Karantina Hewan ikan dan
Tumbuhan No. 16. tahun 1992, Undang un-
d:-mg Merk No 19 lahun 1992, Undang -undang
Kesehatan No. 23 tahun 1992, khusus Undang-

undang Pelayaran No. 21 tahun 1992 Undang-.

undang dalam, pasai 99 D dirumuskan se-
bagat beakut "Selam Penyidik. Pe;abat Polisi
Negara RL, Pegawax Neg{an Sipil -tertentu di
lmgkungan Depertemen yang lmgkup tugas
dan tanggung 1awabnya di bidang pelayaran
dan "Perwira “Tentara Nasaonal Indonesw
Angkatan Taut tertentu diberi wewenang khu-
sus untuk melakukan penyidikan tindak
pidanadi bidang: pelayaran d:maksud daiam
Undang-Undangini o« ©

- Produk’ peraturan- per Undang-undangan
yang hanya memuat® ketentuan pidana tanpa
Arommts 1mb&@mu§€%r, s a, X

Crime ™ Justice ~System antara lain: undang-
Undang ketentuan-ketentuan: pokok kehutan-
an No,.5 tahun 1965 dan PP No. 28 whun
1985, Undang-Undang ketentuan-keteniuan
pokol . Pers . No. 11 rabun. 1666, Undang-
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Undang - ketentuan . pokok - peternakan .- dan
kesehatan hewan No. 6 tahun:1967 dan - P.P
No..17 wahun 1973, Undang-Undang ketentuan
pokek _pertambangan. No. 11_tahun 1967,
Undang~Undang ketentuan pokok Transni-
grasi No. 3. fahun * 1972, Undang—Undang
Landas Kontmen Indonesxa No 1 tahun, 1973
Undang- Undang Pengaxnm No. 11 tahun 1974
Undang {}ndang .Jalan_ No. 13 tahun 1980
Undang- Undang Ke{entuan Pokok Penge«
lofzan Lingkungan: thup No. 4 tahun 1982,
Undang Undang . Ketentuan Pokok “Tepaga
Atom_ No. . 34 tahun 1964 Undang Undang
Permdustﬂan ‘No. 5 tahun 1984, Undang-
Undang Pa;ak Bumi_dan Bangunan No. 12
tahun 1985, Undang—Uudang Bea Matera: No
13 iahun 1985, Undang Undang . Rumazh Susun
No. 16 whun 1985, UndanguUndang Per-
asuransxan No 2 tahun 1692, Undang -Undang
Perbankan No, 7 tahun 1992, Undang-Undang
Dana Pensmn No. 11 mhun 1992,

" Produk pemturan ‘perundang- undangan
memuat ketentuan p:danan dengan acara
pldana yang ‘menyimpang  dari Undang-
unciang No. 8 tahun 1981 tentang  Hukum
Acara "Pidana, seda tidak Integrated ‘dalam
Crifr’xéf"_lustice’"'SYstem, antara’ lain:’ Undang-
Undang Zona ‘Ekonomi Eklusif Indonesia No.
5 “tahun 1983, dengan ‘acara pidana dalam
pasal 14: Ayat (1) Aparatur penegak’”hukum
di bidang penyidik di Zona Ekonomi ‘Ekshusif
Indonesia “adalah Perwira Tentara™ Nasional
Indonesia angkatan laut vang ditlnjuk " oleh
Pangab’ Rl Ayat "(2)-Penuntut umum “dalah
Jaksa 'pada ' Pengadilan - Negeri: ‘sébagaimana
dimaksud' dalam ayat (3). Ayat (3) Pengadilan
vang berwenang mengadili pelanggaran ter-
hadap ketentuan Undang-undang ini adalah
Pengadilan Negeri yang daerab hukumnya
meliputi pelabuhan di mana dilakukan pe-
nahanan terhadap kapal dan/atau Orangwc)rang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf
a. Undang-Undang hak cipta No. 6 tahun 1982
dengan acara pidana dalam pasal 47 ()
. Penyidile--Pegawai--Negeri-Sipil- terenty--di

lingkungan Depafeman Kehakiman diberi
wewenang khusus sebagai penyidik, sebagai-
mana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8
taiun 1981 tentang Hukum Acara  Pidana,

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di




bidang: ‘hak: : Cipta, ~ayat - (3) Penyidik
sebagaimana ‘dimaksud dalam ayat (1) mem-
beritahukan dimulainya penyidikan: dan me-
ayampaikan . hasil penyldnkannya kepada
pENUOLUL. Umum, :
5 Undang- Undang Paten No. 6 tahun 1989
dengan zcarat-pidana yang sama dengan
unaiannya - pada - Undang- Udang No 6 tahun
1989

Ll angUndang penkanan No .9 ‘tahun
' 1985 dengan acara pxdana dalam pasal 31 (D
' jabat aparatur ~ penegak” hukuin 'yang
berwenang melaksanakan penyidikan ter-
‘Hadap: peianggzra‘n ketentuan Undang-Undang
ini+;di - perairan - Indonésia *adalah penyidik
sebagaimana -ditetapkan dalam pasal 14 ‘ayat
(1):Undang-Undang Zona Fkonomi Ekshusif
No..5:tabun 1983 ayat (2) Penyidik Pegawai
Negeri Sipil tertentu bertugas:-di bidang
perikanan dapat diberikan kewenangan untuk
melaksanakan penyidikan teshadap pelang-
gara"' 'ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam :eal;ta produk - peraturan  per-
undang~uncfangan tersebut di atas menunjuk-
kan. bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Rl
belum memiliki ketentuan Standar, pembuatan
Undangmundang yang dapat dijadikan pedo-
man/penuniun . bagi . pembuatan Undang-
Undang, sehmgga acara  pidana  tetap
konsisten berdasarkan pada Undang~Undang
No.8* t&hun 1981 ‘dalam Tntegrated Crime
just:ée System dan tidak benen{angan dengan

_ Realita Proses Penegakan Hukum dl
iapangan '
" 'Realita proses peuegakan hukum di
lapangan daiam kejahatan konvensional {pen-
cuuan pengamyayaan pembunuban, penipu-
an, pemerkosaan dan lain-lain) sampai saat ini
acara p:dana secara konsisten dan konsekuen
te13p mengacu pada HIR dan Undang-Undang
No. 8 twhun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana sera masih dalam Integrated Crime

oleh Instansi lain dalam Crime Justice systém -
kecuali dalam menangani kasus-kasus pei:

tambangan- yang “melanggar - Undang-Undang
No. 11 tahun 1967 menjadi tanggung jawab
Inspektur pertambanigan tetapi statusnya bu:
kan sebagai ‘penyidik Pegawai Negeri S:pﬂ

sehingga ' penyelesaian - kasus-kasus pertam:
bangan tersebut diselesaikan secara instansio-
nal, tidak melalui - proses ‘penegakan hukumi

dalam Crime Justice System. Walaupun “di

dalam Undang-Undang tersebut terdapat ke:

tentuan - pidana ‘dengan ’ ancaman hukuman':
penjara selama-iamanya 6 tahun atau denda

Rp.500.000;

* Dalam penyidikan kejahatan Wh:te Colar
Crime ‘dan korporasi sejak berfaku Undang—
Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana sampai saat ini realita penegakan
hukum’ menunjukan terpecahnya Integmted
Crime Justice System dengan banyak berkas
perkara yang diajukan oleh Instans:—mstansa
baik yang memiliki wewenang PPNS maupun
tidak memiliki  kepada dan diterima oleh
Kejaksaan/Pengadilan tanpa melalui ~ Polri
selaku penyidik umum dan bahkan kecen-
derungan Instansi-instansi‘menyelesaikan per-
kara pidana (yang ‘'diancam’ dengan hukuman
pidana dalam Undang-Undang) secara Ins:
tansional. tanpa melalui proses penegakan
hukum dalam Crime Justice System, Masih ada
kasus/perkara korupsi/manipulasi perbankan,
ekonomi dan korporasi yang dlmngam oleh
kejaksaan dalam penyidikan tanpa mel:batkan
Polri selaku penyidik umum, Masih ada per-
kara Hak Cipta dan Patent serta Imigrasi yang
ditangani oleh Departemen Kehakiman, dalam
penyerahan berkas perkara ‘langsung kepada
penuntul umum tanpa melalui Polri sebaga:
penyidik umum.

Masih ada kasus pidava/pelanggaran Un~
dang-Undang yang ditangani oleh Instansi-
instansi  yang punya wewenang PPNS dalam
penyerahan Berkas Perkara langsung kepada
Kejaksaan/Pengadilan tanpa melalui  Polri

il Fadma L1 AT
selalkn nanwvidil YU, aatara—tain. DLLAL,

Justice: System. Dalamn penyidikan kejahatan
White Colar Crime dan korporasi pada saat
acarapidana berdasatkan HIR masih tetap
dalam Integrated Crime Justice Systerm (Polisi,
Jaksa dan Halim) dan tidak dapat ditembus

dan lain-lain. Semua berkas perkara tersebut
diterima oleh Kejaksaan/Pengadilan dan di-
sidangkan seria difatuhkan vonis. Masih ada
kecenderungan Instansi-instansi menyelesai-
kan Perkara Pidana (vang diancam dengan
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hukuman . .pidana -dalam. Undang-Undang)
secara. . instansional - tanpa . melalui proses
penegakan hukum - dalam: -Crime -Justice

System, antara -lain ,Pencabutan -SIUPP, tapi-

sehamsnya melalui. proses :penegakan hukum
dalam Crime Justice. System dengan . dituntut
melanggar _pasal . 19 . (1) Undang-Undang
Ketentuan . Pokok Pers. No. 21 tahun 1982
menyebutkan: . Barangsiapa . dengan - sengaja
dan, secara ~melawan- hukum menggunakan
penerbx:an Pers: untuk - kepentingan : pribadi
atau_golongan .. dan . mengakibatkan -  pe-
nyeiewangan -atay hambamn terhadap tugas
fungsi, hak ‘dan kewajiban Pers seperti- di-
maksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-
Undang No. 11 tahun 1966 sebagaunana telah
diubah deagan Undang—Undang No. 4 wmhun

1967 dan Undang-Undang perubahan kedua,
dnpldana dengan p:dana penjara selama-
lamanya 4 tahun dan atau denda sebanyak—
banyaknya Rp 40 juta. Dengan proses
penegakan hukum  tersebut  kewibawaan
Hukum Negara Kesatyan Rl akan ~lebih
memngkat dan disegani baik Nasional maupun
Internasional,
memmbutkan keresahan bagi karyawan dan
wartawan pada ketlga ma;aiah yang dicabut
SIUPP karena urat nadi penghldupannya di-
potong akibat kesalahan/pelanggaran satu
orang/beberapa orang. .

- Masnh ada lasus perkara pldana pencunan
ikan di Wﬂayah perikanan wilayah Indonesia
dalam penyldlkan dilakukan .. Polri - selaku
peny:dtk umum melimpahkan Berkas Perkara
Kekejaksaan dan ditolak oleh Kejaksaan, ka-
rena -, Polti tidak mempunyai .wewenang
penyad:kan mengenai. perkara tersebut ber-
dasarkan pasal 14 (1) Undang-Undang Zona
Ekonomi Ekslusif Indonesia No. 5 tahun 1983
dan Undang—Undang Perikanan No. 9 tahun
1985 pasal 31 (1) yang berwenang melakukan
penyidikan adalah Perwira TNI AL dan
disarankan kepada Polri untuk melimpahkan
kepada TN AL,

. Pada _ sis E&ain'.BerkaS Pe:kara hasil

Selain itu juga  tidak akan

1981. Bila penyidik dalam perkara tersebut
dilimpahkan kepada Perwira TNI AL, apakah
sah bila Perwira TNI AL belum ada penun-
jukkan dari Pangab RI dan apakah Perwira
TNI AL juga memiliki wewenang penahanan
orang dan penyitaan Barang Buki? sedangkan
dalam pasal 6 (1) Undang-Undang Hukum
Acara Pidana No. 8 tahun 1981 bahwa pe-
nyidik adalah:

1. Pejabai Polisi Negara Republik Indones:a
2. Pejabat ?egawa: Negeri Sipil tertentu yang
diberi wewenang . khusus oleh . Undang-
Undang

-Pasal 107 (3) dalam hal tindak ptdana telah
selesa; disidik oleh penyidik tersebut ipada
pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerah-
kan hasil penyidikannya kepada - penuntut
umum melalui penyidik tersebut pada pasa! 6
ayat (1 buruf a.

Dalam peraturan Pemerinah RI No. 27
tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana pada pasal’3 (2)
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a dan b diangkat oleh Kapolii atas
usul * Komandan atau lepman Kesatuan
masing-masing.

Polri selaku penyidik dalam melakikan
upaya paksa pemanggilan terhadap Pegawai
Negeri Sipil terutama Pejabat baik sebagai
tersangka maupun saksi yang tetdlibat dalam
tindak pidana terutama tindak pidana dimensi
baru antara lain Korporasi dan White Colar
Crime, selalu tidak memenuhi panggilan
dengan jawaban bahwa panggilan tersebut
akan dipenuhi bila ada perintah/ijin dari atas-
annya berdasarkan Keputusan Kepala Instansi
yang menentukan demikian. Hal ini menun-
jukkan ada kecenderungan masing-masing
insiansi membuat ketentuan acara pidana
tersendiri yang berientangan dengan Hukum
Acara Pidana dalam Undang-Undang nomor 8
tahun 1981,

penyidikan TNI AL yang diteruskan kepada
Kejaksaan diterima dan disidangkan tanpa
melalui. Polsi selaku penyisik umum sesuai
dengan pasal 107 (1), (2) dan (3) tndang-
Undang Hukum Acara Pidana No. 8 wahun
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Analisis Kealita Penegakan Huxum

Dengan realita penegakan hukum baik
terhadap produk  persturan  Perundang-
undangan maupun di bpangan tersebw di
atas.




Se;ak bezﬁakunya Undang-Undang nomor 8

mdlkétor

utama
' terutama - dalam menghadapl kejahatan . di-
1_-:':;men,sa _'baru antata }am Korporasa dan Wh:te

memenum Aua

'dengan acara-+pidana: masihada,
_n wewenang kepada Ins{ansmnstanm

1 System ”berdasarkan Undang~Und3ng No. -8

“tahun: 1981 Proses . penegakan. hukum. di
_-iapangan dalam Integrated Crime Justice Sys-
tem berdasarkan Undang-Undang No. 8§ tahun
1981 belum terwujud secara konsisten, karena
~masih ada penyerahan Berkas Perkarz dari
-Instansi-instansi yang diterima langsung oleh
pihak Kejaksaan/Pengadilan dan disidangkan
seria divonis. Berdasarkan pasal 107 Undang-
Undang No. 8 fzhun 1981 penuntut  umum
hanya menerima pelimpahan berkas perkara
dari Instansi-instansi yang diberi wewenang
penyidikan tertentu  melalui Pold  selaku
penyidik umum:. Oleh karena itu seharusnya
pihak” “Kejaksazn/Pengadilan ~menolak/tidak
-menerima langsung pelimpahan Berkas Per-
kara tersebut-dan disarankan kepada Instansi-

-mstansx “tersebut untuk melatui Polri selaku-

:peny:dd\_ umum. Bahkan Polri selaku penyidik
umum melimpahkan Berkas Perkara Péncuridn
lkan di wilayah perairan wilayah Indonesia
ada yang ditolak oleh ‘pitiak: Kejaksaan dan
disarankan untuk melalui -Perwica: TNI AL,
‘Sedangkan Perwira TNI AL tidak termasuk
dalam lntegrated Crime Justice System ber-
‘dasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981.

faktoa- Penyebab

. Dari analisis realitas penegakan hukum ter-
sebut di atas, penulis dapat menentukan faktor
penyebab terjadinya realita yang belum me-
nuh: dua indikator utama tersebut, karena

.Pemerintah RI sampai saat ini balum

~ sebut,

-2, Pemerintah Rl sampai saat -ini belum-_ S
mem:iaka lembaga non Departemen tanpa. di-.
kaitkan .. dengan Departememdepartemen/ﬁ-
Badan-Badan lam yang benugas antara lain:

a. Mengka;: ©dan’ menguy : Ordonnansa— :
~“Ordonnansi peninggalan jaman’ pen;a;ahan-'
“dan peraturan’ perundang«undangan yang '
berlaku termasuk RUU-RUU dari “instansi- .

instansi dengan  persyaratan formal dan.

“ materiil sesta sumber tertib hukum.

b. 'Menyusun perencanaan dan pembenmk
Hukum secara - ‘terpadu “terutama ‘apa

"Eyang terkait dengan Crime’ }ustace Systemy -

untuk menghasilkan produk hukum hing-"
ga tingkat peraturan pelaksanaannya.

¢. Melakukan penelitian dan pengembanpan
hukum yang dilaksanakan secara terpadu
dan meliputi semua aspek kehidupan dan
terus ditingkatkcan agar Hukum Nasional
senantiasa dapat menunjang dan mengikue
dinamika pembangunan sesuai dengan
perkembangan aspirasi masyarakat sera
kebutuhan masa kini dan masa depan.

Untuk tercapainya sasaran bidang hukum
dalam pembangunan nasional jangka panjang
kedua yaitu “terbentuk < dan - berfungsinya
sistem hukum nasaonai yang mantap ber-
sumber Pancasila”dan . Undang-Undang Dasar
1945, dengan memperhatikan kemajemukan_
tatanan hukum yang berlaky, vang mampu
menjamin kepastian hukum, ketertiban, pe-
negakan dan perlindungan hukum yang ber-
intikan keadilan. dai’kebenaran serta mampu
mengamankan dan mendukung pembangunan
nasional, yang didukung ofeh aparatur hukum,
sarana dan prasarana -hukum yang memadal,

serta masyarakal yang sadar dan taat hukum”. *

Dengan ditemukan fakior penyebab ter-
mazka penutis menyarankan kepada
Pemerintah Republik Indonesia baik Eksekuzlf
Yudikatif maupun Legislatif uniuk: '
1. Menvusun ketentuan persyaratan’ formal

etk ketenaan yang memual persyaratan’
formal dan materiil dalam pembuatan per-
auran perundang-undangan yang dituangkan
dalam bentuk ketetapan MPR RI atau Undang-
Undang RL

dan materiil serta dikaitkan dengan sumber
teriib hukum dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan yang disahkan de-
ngan ketetapan MPR RI atau Undang-
Undang R, :
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o . '2.'Membentuk :Badan/Lémbaga  pembinaan

- Hukum: Nasional "yang dibawa: langsung
~s-oleh ‘Presiden Rl dan dalam: pelaksanaan-

harian di-bawah kendali Mabkamah' Agung
Rl sampai ke tingkat Pemda TK. IL ..

semakin dapat: menikmati-kepastian “hukum,
ketertiban -hukum dan perdindungan’ hukum
yang berintikan keadilan dan kebénaran; me-
numbuhkembangkan disiplin nasional.” -

-+ -Kepatuhan hukum . seria tanggung - jawab
sosial : pada ssetiap - warga negara termasuk
penyelengpara negara merasa aman dan:ten-
tram ~dalam - kehidupan bermasyarakat; - Ber-
bangsa ‘dan Bernegara, -serta akan: semakin
terwujud: kewibawaan Hukum Negara Kegatu-
ar_ii:Republik Indonesia terutama -dimata “Inter-
fasionali o P T At s
(R. Abdussalam adalah Asrena Kapolda Metro faya).
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